BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG IZIN PERDAGANGAN DAN IZIN INDUSTRI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

bahwa dengan telah di berlakukannya Peraturan
Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesawarandan Peraturan Bupati Pesawaran
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pesawaran. Maka Peraturan Bupati
Pesawaran Nomor 2 Tahun 2011 perlu disesuaikan.

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 2
Tahun 2011 tentang Izin Perdagangan dan Izin
Industri Kabupaten Pesawaran;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4749);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
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11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Keputusan Menteri  Perdagangan Nomor37 /M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan
Pendaftaran Perusahaan;

Keputusan Menteri  Perdagangan Nomor46/M-
DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 /M-
DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin
Usaha Perdagangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18,



Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran
Nomor 61);

14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
(Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
Nomor 95);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN
2011 TENTANG IZIN PERDAGANGAN DAN IZIN
INDUSTRIKABUPATEN PESAWARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
Kepala Daerah adalah Bupati Pesawaran.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah
Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas.

Kepala Dinasadalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.

Pejabat adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di wilayah
Kabupaten Pesawaran.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang
dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan
rancang bangun dan perekayasaan industri.

Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha
(aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha.

Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan, yakni
kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar,
kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil.

Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri
khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses
produksi.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan
dengan cabang industri atau jenis industri.

Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di
bidang usaha industri.

Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti
jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan
dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai
imbalan atau kompensasi.

Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan
kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan,
didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya
disebut SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh
Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh
Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.

Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah
surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat
tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan
kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.

Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data
perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau
penanggungjawab perusahaan untuk mendapatkan TDP.

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan
tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai
khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan
tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang
ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan
oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang
miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar
kegiatan perdagangan barang.

Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang
berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat
melakukan kegiatan sarana distribusi.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
Perdagangan dan Perindustrian.

BAB II
JENIS IZIN PERDAGANGAN DAN IZIN INDUSTRI

Pasal 2

Izin Perdagangan terdiri dari :

a. izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
c. tanda Daftar Gudang (TDG).

Izin Industri terdiri dari :
a. tanda Daftar Industri (TDI);
b. izin Usaha Industri (IUI).

BAB III
TATA CARA PERIZINAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pasal 3
Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.

SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SIUP Kecil,

b. SIUP Menengah;

c. SIUP Besar.

Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP
Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 4

SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan
bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang
kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
sampai paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



(3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan
bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

(1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1),
dikecualikan terhadap:

a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor
perdagangan;

b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut :
1. usaha perseorangan atau persekutuan;

2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya
atau anggota keluarga/kerabat terdekat;

3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha.

(2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang
bersangkutan.

Pasal 6

SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha
dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat
penerbitan SIUP.

Pasal 7

(1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi formulir
SP-SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau
Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas
materai cukup.

(3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib
melampirkan surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh
Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 8

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau
kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana
dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidakwajar
(money game);
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usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan
Perundang-undangan tersendiri.

Pasal 9

Pejabat menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. warna hijau untuk SIUP Mikro;

b. warna putih untuk SIUP Kecil,;

c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
d.

warna kuning untuk SIUP Besar.

Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan
benar, Pejabat membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada
pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya SP- SIUP.

Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali
permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan ini.

Pasal 10

Pemilik SIUP yang akanmembuka Kantor Cabang atau Perwakilan
Perusahaan, wajibmelapor secara tertulis kepada Pejabat di tempat
kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan
melampirkan dokumen persyaratansebagaimana dalam Lampiran
Peraturan ini.

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan
dokumenpersyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap
dan benar, Pejabat mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor
Cabang atauPerwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan
cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.

Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku sebagaiSurat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau
Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan
sesuai kedudukan Kantor Cabang atauPerwakilan Perusahaan.

Pasal 11

Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau
Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP
perubahan.

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP
perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar,
Pejabat menerbitkan SIUP perubahan.



Pasal 12

(1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau
Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib
mengajukan permohonan penggantianSIUP kepada Pejabat.

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan
penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar,
Pejabat menerbitkan SIUP Pengganti.

Pasal 13

(1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
a. SP-SIUP baru;

b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak;
atau

c. laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;

ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP
pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor

Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal
dan tidak berlaku.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat
dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan
dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang
atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Pasal 14
Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.
Pasal 15

(1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT),
Koperasi,Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan
BentukUsaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan
statusKantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu,
AnakPerusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan
yangberkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara
KesatuanRepublik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan
pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan
terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatanusahanya.

Pasal 16

Pendaftaran perusahaan dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran.
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Pasal 17

Perusahaan atau kegiatan @ usaha yang  dikecualikan dari
kewajibanpendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
ayat (1)terdiri dari:

a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
b. perusahaan kecil perorangan;atau

c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang
sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau
laba sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari:

a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi
pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota
keluarganya sendiri;

b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat
keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang;atau

c. perusahaan yangbenar hanya sekedar untuk memenuhikeperluan
nafkah sehari-hari pemiliknya.

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam
daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila dikehendaki oleh
perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 18

Pendaftaran  perusahaan  dilakukan oleh  pemilik, pengurus,
penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah.

Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran
perusahaan yang disampaikan langsung kepada Bupati dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum pada
Lampiran Peraturan ini.

Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
bentuk perusahaannya.

Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas
(PT)ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.

Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan
Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya
(BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab
perusahaan.
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Kepala Dinas mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan
TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran
dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima
secara benar dan lengkap.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan biaya
administrasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

TDP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan
blanko warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempa
tyang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus
dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan
yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal
diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
masa berlakunya berakhir dengan melampirkan dokumen asli TDP yang
akan diperbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah
disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.

Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran
perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.

Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
disampaikan oleh Kepala Dinas secara tertulis kepada perusahaan paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir
pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan dengan menggunakan
format surat penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan ini.

Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat
penolakan, tidakn melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi
dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang.

Kepala Dinas menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung
sejak diterimanya permohonan pembaharuan secara benar dan lengkap.

Pasal 19

Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang
didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Dinas setempat.

Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh:

a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan
atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-
undangan;atau

b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal perubahan.



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Pasal 20

Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;

b. perubahan nama perusahaan;

c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;

d

perubahan alamat perusahaan;

®

perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau

f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.

Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai
dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.

Kepala Dinas menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan
lengkap.

Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),cukup
dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tidak perlu dilakukan penggantian
TDP.

Kepala Dinas mengesahkan perubahan dan mencatat perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.

Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TDP dinyatakan tidak
berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 21

Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang
bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar
dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang
dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 22

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib melakukan
pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1)
sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah
dibatalkan.

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat mengajukan
keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Kepala KPP Provinsi
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan
Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal
sebagai berikut:

a. perubahan bentuk perusahaan;



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

b. pembubaran perusahaan;
perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;

perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluarsa atau
berakhir;atau

e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan
Putusan Pengadilan Negeri.

Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang
dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan
wajib mengembalikan TDP asli kepada Dinas yang menerbitkannya.

Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang
bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri
diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala Dinas dengan
melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri;dan
b. TDP asli.

Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk
Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang
bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:

a. salinan Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis;dan

b. TDP asli.

Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memberikan
peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing
dalam tenggang waktul (satu) bulan.

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan
ketiga Kepala Dinas melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari
daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan
menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dan melakukan
pengumuman atas Keputusan Penghapusan tersebut.

Pasal 24

Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan,
perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan
kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah
diperiksa sesuai dengan aslinya.

(1)

Pasal 25

TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat
3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca
dengan mengajukan permohonan kepada Dinas.



(2)

(3)

(4)

Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan
melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk
permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDPasli.

Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP
yangdiganti.

Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Gudang (TDG)

Pasal 26

Gudang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

gudang Kecil dengan luas 36 m’ sampai dengan 2.500 m2;

gudang Menengah dengan luas diatas 2.500 m” sampai dengan 10.000
m2;dan

gudang Besar dengan luas diatas 10.000 m”.

Pasal 27

Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki
TDG.

TDG mempunyai masa berlaku 5 (lima) Tahun dan wajib diperpanjang 3
(tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 28

TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan
berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki
gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 29

Permohonan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, disampaikan
oleh pemilik gudang dengan mengisi Daftar Isian Permohonan TDG yang
telah ditandatangani, dengan melampirkan:

a. copy perizinan pendirian gudang dari Pemerintah Daerah setempat;

b. copy perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang dengan pemilik
gudang.

Permohonan TDG disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas.

Kepala Dinas menerbitkan TDG selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TDG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar.



(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Kepala Dinas dapat menolak permohonan TDG disertai dengan alasan
penolakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dalam hal daftar isian
permohonan TDG beserta berkas kelengkapan yang dinilai belum
lengkap dan benar.

Apabila pengisian daftar isian permohonan TDG sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), belum dilakukan secara benar dan lengkap, maka Kepala
Dinas dapat menolak daftar isian permohonan TDG dan wajib
memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TDG kepada
perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Daftar Isian Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, perusahaan yang
bersangkutan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.

Apabila setelah melebihi jangka waktu yang ditentukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), perusahaan yang bersangkutan tidak
melaksanakan ketentuan permohonan TDG secara benar dan lengkap,
TDG ditolak dan perusahaan wajib mengajukan permohonan TDG yang
baru.

Pasal 30

Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan
penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib
menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk
dan keluar gudang.

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penyimpanan barang yang
masuk dan keluar gudang, apabila jumlah barang disimpan:

a. di gudang kecil dengan jumlah lebih 50% dari kapasitas gudang;
b. di gudang menengah dengan jumlah lebih 40% dari kapasitas gudang;
c. di gudang besar dengan jumlah lebih 30% dari kapasitas gudang;

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Dinas pada tanggal 15 setiap bulan.

Pasal 31

Pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan
yang diminta oleh Kepala Dinas untuk tujuan pelaksanaan penataan dan
pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

(1)

Pasal 32

Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan
(produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar,
grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan
dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran
sebagai stok/persediaan barang berjalan untuk memenuhi permintaan



(2)

(3)

(4)

(9)

pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal
berdasarkan data/pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat
untuk jenis barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan masa
simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, pemilik, pengelola
dan/atau penyewa gudang diperbolehkan mempunyai stok/persediaan
barang berjalan di gudang melebihi dari 3 (tiga) bulan kebutuhan.

Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud ayat (2)
pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang wajib memiliki Surat
Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) yang diterbitkan Bupati c.q.
Kepala Dinas.

Penyimpanan stok/persediaan barang tanpa dilengkapi SKPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digolongkan sebagai kegiatan
penimbunan barang.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan
SKPB dengan mempertimbangkan secara cermat faktor antara lain:

a. kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang
bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;

b. jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa
penjualan;

c. sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
d. kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;

e. pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

Pasal 33

Kewenangan pemeriksaan dokumen SKPB terhadap adanya dugaan
penimbunan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4)
dilakukan oleh Dinasterhadap pemilik, pengelola dan/atau penyewa gudang.

(1)

(2)

Bagian Keempat
Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)

Pasal 34

Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usahalndustri
(IUI), kecuali bagi Industri Kecil.

Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiTanda
Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.

Pasal 35

Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan
Prinsip.



Pasal 36

IUI Tanpa Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri yang:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; atau

jenis industrinya terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.
Pasal 37

IUI melalui Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan industri:
a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

b. jenis industrinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan;

c. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

IUI Melalui Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. memiliki IMB;
b. memiliki Izin Lokasi
c. Izin Gangguan;

d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atauUpaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan
(UPL);dan

e. telahselesai membangun pabrik dan sarana produksi.

Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri
untukmelakukan persiapan dan usaha pembangunan,
pengadaan,pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang
diperlukan.

Persetujuan  Prinsip  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)
bukanmerupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 38

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI/TDI wajib mendaftarkan
dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 39

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh
persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin
Perluasan.



Pasal 40

(1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI meliputi jenis industri dengan nilai
investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,-(dua
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilaiinvestasi
perusahaan seluruhnya sebagai berikut:

a. sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali
perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;

b. di atas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai
denganRp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanahdan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

(3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas
Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, wajib memiliki [UI.

Pasal 41

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang
bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang
tercantum dalam IUI/Izin Perluasan/TDI-nya.

Pasal 42

IUI dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup semua komoditi
industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.

Pasal 43

IUI dan TDI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi
gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri
yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan,
perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk
keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 44

Bagi Perusahaan Industriyangmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam:

a. Pasal 36 huruf a dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Kawasan
Industri/ Kawasan Berikat, dapat diberikan IUI tanpa melalui Persetujuan
Prinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan; atau

b. Pasal 36 huruf b yang berlokasi di dalam atau di luar
Kawasanlndustri/Kawasan Berikat, diberikan IUI tanpa melalui
PersetujuanPrinsip, dengan ketentuan wajib membuat Surat Pernyataan.



(1)

(2)

Pasal 45

Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib memuat
ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk:

a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan
yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksiselambat-
lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUIditerbitkan; dan

c. menerimasegala akibat hukum terhadap pelanggaran atas
SuratPernyataan yang telah dibuatnya.

Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi:

a. Perusahaan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau
Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh
Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan
Dinas dilaporkan kepada Pejabat dengan tembusan kepada Menteri
melalui Bupati.

b. Perusahaan Industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan
Berikat dilakukan oleh Kepala Dinasdan dilaporkan kepada
Pejabatdengan tembusan kepada Bupati.

c. Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan
darilUI.

Pasal 46

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan
perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUlI-nya,
diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga
puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan
sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi
Penanaman Modal.

(1)

(2)

Pasal 47

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUl dapat menambah
kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas
produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan,
sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI
yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan
bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama-
lamanyadalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasandan dalam
waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutanwajib memiliki
Izin Perluasan.

Pasal 48

Kewenangan pemberian IUI dan TDI berada pada Bupati sesuai dengan lokasi
pabrik bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp.



10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.

Paragraf Kesatu
Pemberian dan Penolakan/Penundaan IUI
Melalui Persetujuan Prinsip

Pasal 49

Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan melampirkan dokumen
sebagai berikut:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

Copy Izin Gangguan;

Copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya,khusus bagi
Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatasakte tersebut telah
disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan

Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturanperundang-
undangan bagi industri tertentu.

Pasal 50

Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar,
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima, Bupati wajib
mengeluarkan Persetujuan Prinsip.

Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannyabelum
lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalambidang usaha
yang tertutup bagi penanaman modal, Bupati selambat-lambatnya5 (lima)
hari kerja sejak diterima permohonanPersetujuan Prinsip, wajib
mengeluarkan Surat Penolakan.

Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan
dariperusahaan yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industriyang
bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenaikemajuan
pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Bupati melalui Kepala
Dinas sesuai dengan PersetujuanPrinsip yang bersangkutan, setiap 1
(satu) tahun sekali palinglambat pada tanggal 31 Januari pada tahun
berikutnya.

Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat
menyelesaikanpembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu
3 (tiga)tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan

PersetujuanPrinsip untuk 1 (satu) kali selama-selamanya 1 (satu) tahun.
Pasal 51

Kepala Dinas wajib melakukan penolakan penerbitan IUI apabila
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Surat Pernyataan siap
berproduksi, perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu
ketentuan sebagai berikut:



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam
Persetujuan Prinsip;

b. jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;

tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan
sarana produksi 3 kali berturut-turut;

d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutupbagi
penanaman modal; atau

f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-
usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau

2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan
Lingkungan (UPL).

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak BAP atau Surat Pernyataan diterima.

Pasal 52

Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi
salah satu ketentuan sebagai berikut:

a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon belum
lengkap; atau

b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yangmenyangkut
keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasilproduksinya
termasuk pengangkutannya;

c. pejabat penerbit IUI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak
diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Surat Pernyataan siap
berproduksi, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-
alasan.

Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6
(enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

Paragraf Kedua
Pemberian dan Penolakan/Penundaan IUI
Tanpa Persetujuan Prinsip

Pasal 53

Permohonan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUl-nya Tanpa
Persetujuan Prinsip, dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan dan
bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan
Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola
Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.

Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi Daftarlsian
Permintaan IUI yang dilengkapidokumen sebagai berikut:



(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, khusus
bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut
telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM,;

b. Copy Izin Gangguan yang berlokasi di luar Kawasanlndustri/Kawasan
Berikat;

c. Copy Izin Lokasi bagi yangberlokasi di dalam Kawasan
Industri/Kawasan Berikat;

d. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

e. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/KawasanBerikat
bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/KawasanBerikat; dan

f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturanperundang-
undangan bagi industri tertentu.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas harus mengeluarkan
IUL

Perusahaan industri yang telah memiliki IUI wajib
menyampaikaninformasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana
produksisetiap Tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada
tahunberikutnya.

IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demihukum
apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan,pemegang IUI:

a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau

c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri
tertentu.

Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dapat mengajukan kembali permohonan IUI.

Pasal 54

Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya
termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal,
Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima
permintaan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan.

Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata belummelengkapi
isian dan persyaratan, Kepala Dinas selambat-lambatnya dalam waktu 5
(lima) harikerja sejak diterima permintaan IUI, wajib mengeluarkan
SuratPenundaan disertai alasannya.

Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan
untukmelengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-
lambatnyal4 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.

Terhadap permohonan IUI yang tidak dapat melengkapi
persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu
yangditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas
mengeluarkan Surat Penolakan PenerbitanIUI.



Pasal 55

(1) Terhadap Surat Penolakan Penerbitan IUI yang dikeluarkan oleh Pejabat
penerbit IUI, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan
keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat
Penolakan kepada Bupati.

(2) Bupati wajib menerima atau menolak keberatandimaksud secara tertulis
dengan mencantumkan alasan-alasan,selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari kerja sejakpengajuan keberatan diterima.

(3) Putusan Bupati untuk menerimaatau menolak keberatan sebagaimana
dimaksud ayat (2)merupakan putusan yang bersifat final.

Pasal 56

Perusahaan Industri yang permohonan IUl-nya ditolak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang
baru.

Paragraf Ketiga
Pemberian dan Penolakan/Penundaan TDI

Pasal 57

Perusahaan Industri Kecil untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan
Prinsip.

Pasal 58

(1) Permohonan TDI diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan
melampirkan:

a. Copy Izin Gangguan; dan
b. Copy Izin Lokasi.

(2) Kepala Dinas dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak
diterima Permohonan TDI wajib mengeluarkan TDI.

Pasal 59

(1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya
berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan,
Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima
permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-
alasan.

(2) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belummelengkapi
isian dan persyaratan, Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari
kerja sejakditerima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat
Penundaandisertai alasan-alasan.



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Perusahaan Industri yang Dbersangkutan diberi kesempatan
untukmelengkapi isian Formulir yang diajukan selambatlambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak diterima SuratPenundaan.

Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhiketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas wajib mengeluarkan
Surat Penolakan Penerbitan TDI.

Pasal 60

Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan
keberatan kepada Bupati yang bersangkutan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan.

Bupati wajib menerima atau menolak keberatansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) secara tertulis denganmencantumkan alasan-alasan,
selambat-lambatnya 15 (limabelas)hari kerja sejak pengajuan keberatan
diterima.

Putusan Bupati untuk menerima atau menolak keberatansebagaimana
dimaksud ayat (2) merupakan putusan yang bersifatfinal.

Perusahaan industri yang permohonan TDI-nya ditolaksebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dapat menyampaikanpermohonan TDI baru.

Bagian Keempat
Perubahan Nama, Alamat Dan/Atau
Penanggung Jawab

Pasal 61

Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI dan TDI yang
melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab
perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala
Dinasselambat-lambatnya30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima
penetapan perubahan.

Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuanperubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diterima, Kepala Dinas
mengeluarkan PersetujuanPerubahan danperubahan dimaksud
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darilUI dan TDI.

Bagian Kelima
IUI danTDI Hilang Atau Rusak

Pasal 62

Apabila IUI dan TDI Perusahaan yang bersangkutan hilang atau rusak
tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat
mengajukan permohonan penggantian IUI dan TDI kepada Kepala Dinas.

Permohonan penggantian IUI dan TDI yang telahrusak atau hilang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiridengan surat asli IUI dan
TDI bagi yang rusak atausurat keterangan dari kepolisian setempat yang



(3)

(1)

(2)

(3)

menerangkanbahwa IUI dan atau TDI Perusahaan Industri
yangbersangkutan telah hilang.

Selambat-lambatnya S (lima) hari kerja sejak permohonanpenggantian
IUI dan TDI sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterima, dan telah
dilampiri dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas
mengeluarkan IUI dan TDIsebagai pengganti IUl dan TDI yang hilang
ataurusak.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IUI DAN TDI

Pasal 63

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan
Informasi Industri secara berkala kepada Bupati sesuai dengan Izin
Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut
jadwal sebagai berikut:

a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-
lambatnyasetiap tanggal 31 Juli.

b. 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januaripada
tahun berikutnya.

Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib
menyampaikanlnformasi Industri kepada Bupati setiap tahun selambat-
lambatnyatanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi
Industri.

Pasal 64

Sesuai dengan IUI dan TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib:

a.

(1)

melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam
serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup
akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau
membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku
bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.

Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatanalat,
bahan bakudan bahan penolong, proses, hasil produksi
danpengangkutannya  serta  keselamatan kerja sesuai dengan
peraturanperundang-undangan.

BAB V
PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN
Pasal 65
Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis

apabilamemenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:



melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan;

melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan eksportetapi
dipasarkan didalam negeri;

melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai denganketentuan
yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telahdimilikinya;

tidak menyampaikan Informasi Industri atau dengan sengaja
menyampaikan informasiyang tidak benar;

melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulisdari
Kepala Dinas;

terdapatlaporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenangatau
pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwaperusahaan industri
yang bersangkutan melakukan pelanggaranHKI, antara lain Hak
Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf g diberikan kepada Perusahaan Industri yang
bersangkutan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan
tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 66

(1) IUI/TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri:

a.

b.

tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan;

dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal
64;

terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenangbahwa
perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasiltebangan
liar dan atau menggunakan bahan baku yangpengadaannya berasal
dari penyelundupan dan atau hasil daritindak pidana kejahatan; atau

sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena
didakwamelakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten,
Merekatau Desain Industri.

(2) Pembekuan IUI /TDI sebagaimana dimaksud pada:

a.

ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak
tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan; atau

ayat(l) huruf ¢ dan huruf d berlaku sampai dengan
terdapatKeputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap
ataudihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.

(3) Perusahaan Industri sebagaimana pada ayat (2) huruf b, wajib melaporkan
kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya
setiap bulan kepada Dinas.



(4) Terhadap  perusahaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapatdilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampaiterdapat
Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

(5) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakberlaku
apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbuktimelakukan
pelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilanyang berkekuatan
hukum tetap.

(6) IUI/TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksudpada:

a.

ayat (2) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan
Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; atau

.ayat (2) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila

PerusahaanIndustri yang bersangkutan tidak terbukti
melakukanpelanggaran berdasarkan Keputusan Badan Peradilan
yangberkekuatan hukum tetap.

Pasal 67

(1) IUI/Izin Perluasan/TDI dicabut, apabila:

(2)

a.

IUI/Izin Perluasan/TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/datayang
tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yangbersangkutan;

. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlakusetelah

melampaui masa pembekuan;

. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/TDItidak beroperasi;

. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan

ataupersidangan atau telah dijatuhi hukuman karena telah
terbuktimelakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan
BadanPeradilan yang berkekuatan hukum tetap;

. Perusahaan Industri memproduksi dan atau mengedarkanproduk yang

tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasionallndonesia (SNI) yang
diberlakuan secara wajib; atau

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yangmemuat
sanksi pencabutan izin usaha.

Pencabutan IUI/TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
tanpa peringatan tertulis.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Pesawaran Nomor 2 Tahun 2011 tentang Izin Perdagangan dan Izin Industri
Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011
Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 69
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pesawaran.
Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 9 Januari 2017
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dto
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG IZIN PERDAGANGAN DAN IZIN INDUSTRI
KABUPATEN PESAWARAN

I. UMUM

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi
menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam
kegiatan pembangunan.Oleh karenanya maka Pemerintah berkewajiban
memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi
serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha,
sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan
dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang
nyata.

Untuk menunjang berhasilnya pembangunan yang bertumpu pada
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, stabilitas nasional yang sehat
dan dinamis, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, maka
dipandang perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.Dalam rangka
pencapaian pertumbuhan perdagangan dan industri, aspek perizinan ikut
memainkan peranannya yang penting. Menyadari akanperanannya, aspek
perizinan ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan
menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di sektor
perdagangan dan industri, dan karenanya harus mendapatkan pembinaan
secara terarah. Bahwa perizinan merupakan salah satu alat kebijaksanaan
yang apabila dipergunakan secara efisien akan merupakan alat efektif untuk
menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar
mendukung pembangunan. Karena itu sistem perizinan dapat dimanfaatkan
antara lain.untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana
investasi yang langka. Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan
pengembangan perdagangan dan industri yang dilakukan, Pemerintah Daerah
mengarahkan untuk penciptaan iklim usaha perdagangan dan industri secara
sehat dan mantab. Dengan iklim usaha perdagangan dan industri seperti itu,
diharapkan perdagangan dan industri akan dapat memberikan rangsangan
yang besar dalam menciptakan lapangan kerja yang luas, menumbuhkan
kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri dalam
membangun perdagangan dan industri.

Dalam kerangka inilah Peraturan Bupati ini mengamanatkan adanya
pengaturan tentang Izin Usaha Perdagangan dan Industri tersebut, sehingga
perizinan yang ada hanya yang benar-benar diperlukan bagi kegiatan
masyarakat dan yang perlu dikendalikan bagi setiap pendirian perusahaan
perdagangan dan industri baru dan perluasannya.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak
merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak
menggunakan sumber daya alam secara berlebihan.



Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya
berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.



Pasal 53

Cukup jelas.
Pasal 54

Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
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